
BUPATI KUBU RAYA 

PERATURANBUPATIKUBURAYA 
NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KUBU RAY A 

BUPATIKUBU RAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 330 ayat (2), (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
serta dalam rangka memberikan standar dan pedoman bagi 
satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya dalam Penyusunan APBD dan Perubahan APBD perlu 
disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Repbulik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 
75 Tahunl 999,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan,Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi 
Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4751 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
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Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
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120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008; 

27. Peraturan Bupati Nomor O 1 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita 
Daerah Tahun 2008 Nomor 01). 

MEMUTUSKAN 
PERA TURAN BUPA TI KUBU RAY A TENT ANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KUBU RA YA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

( 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu 
Raya yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana 
Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
Kabupaten Kubu Raya dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

(2) Pedoman Penyusunan APBD adalah pedoman bagi satuan 
kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 
dalam penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya yang 
harus diperhatikan/dipedomani oleh satuan kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 

(3) Teknis Penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang 
harus dipedomani oleh satuan kerja di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun APBD. 

(4) Teknis Penyusunan Perubahan APBD adalah langkah- 
langkah yang harus dipedomani oleh satuan kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam 
menyusun perubahan APBD. 

Pasal 2 

( 1) Pedoman Penyusunan APBD dan perubahan APBD 
meliputi: 
a. Prinsip Penyusunan APBD. 
b. Kebijakan Penyusunan APBD. 
c. Teknis Penyusunan APBD. 
d. Teknis Penyusunan Perubahan APBD. 
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(2) Pedoman Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
Peraturan ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal 4 April 2008 

PENJABAT BU A I KUBU RAY A, 

• 
KAMARUizAMAN 


